
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU 
   DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DANDESA 

  Alamat:Jln.DharmaPraja No. 11KelurahanGunungTinggiKecamatan 
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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN 
DESA KABUPATEN TANAHBUMBU 

  

NOMOR : P.412/          /I/PE&PD/DPMD/2019 
 

TENTANG 
 

PENUNJUKAN TIM PENGENDALI KEGIATAN PAMBANGUNAN EMBUNG 
DESA TAHUN 2019PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT 

DALAM MEMBANGUN DESA 
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN 

 DESA KABUPATEN TANAH BUMBU  

 TAHUN ANGGARAN 2019 
 

 
KEPALA DINAS, 

 
Menimbang  : a. bahwa untuk tertib administrasi dan tertib  pengelolaan 

dan pertanggungjawaban keuangan dalamPelaksanaan 

Kegiatan Pembangunan EmbungDesaTahun 2019 Program 
PeningkatanaPartisipasiMasyarakatDalamMembangunDesa,

maka perlu ditunjuk Tim Pengendali; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas 
Pemberdayaan Masyakat dan Desatentang Penunjukan Tim 
PengendaliKegiatan Pembangunan EmbungDesaTahun 2019 

Program 
PeningkatanaPartisipasiMasyarakatDalamMembangunDesa 

pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat DanDesa Kabupaten 
Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2019; 

 

Mengingat   :   1. Undang-UndangNomor 28 Tahun 1999 
tentangPenyelenggaraan negara yang Bersihdan Bebas 

dariKorupsi, Kolusi, dan Nepotisme(Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

TambahanLembaran Negara Republik  Indonesia 
Nomor3851); 

2. Undang-UndangNomor 2 Tahun 2003 
tentangPembentukanKabupatenTanahBumbu dan 
KabupatenBalangan di Provinsi Kalimantan Selatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22 tahun 
2003, TambahanLembaran Negara Republik  Indonesia No. 

4256);  

3. Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, TambahanLembaran Negara Nomor 4286); 

4. Undang-UndangNomor 1 Tahun 2004 

tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 



Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, TambahanLembaran 
Negara Nomor 4355); 

5. Undang-UndangNomor 15 Tahun 2004 
tentangPemeriksaanPengelolaandanTanggungjawabKeuanga

n Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, TambahanLembaran Negara Nomor 4400); 

6.  Undang-UndangNomor 33 Tahun 2004 
tentangPerimbanganKeuangan Negara antara 
PemerintahPusat dan PemerintahanDaerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
TambahanLembaran Negara Republik  Indonesia No.4438); 

7. Undang-UndangNomor 12 Tahun 2011 
tentangPembentukanPeraturanPerundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
82, TambahanLembaran Negara Republik  Indonesia 
No.5324); 

8. Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 
tentangPemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, TambahanLembaran 
Negara Republik  Indonesia No.5587); 

9. PeraturanPemerintahNomor 58 Tahun 2005 
tentangPengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

TambahanLembaran Negara Nomor 4578); 

10. PeraturanPemerintahNomor 79 Tahun 2005 

tentangPedomanPembinaandanPengawasanPenyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 165, TambahanLembaran Negara Nomor 
4593); 

11. PeraturanPemerintahNomor 38 Tahun 2007 

tentangPembagianUrusanPemerintahanAntaraPemerintah, 
Pemerintahan Daerah ProvinsidanPemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, TambahanLembaran Negara Nomor 

4737); 

12. PeraturanMenteriDalamNegeriNomor 13 Tahun 2006 
tentangPedomanPengelolaanKeuangan Daerah sebagaimana 

telahdiubah beberapa 
kaliterakhirdenganPeraturanMenteriDalamNegeriNomor 21 

Tahun 2011 
tentangPerubahanKeduaAtasPeraturanMenteriDalamNegeri

Nomor 13 Tahun 2006 
tentangPedomanPengelolaanKeuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Nomor 310); 

13. PeraturanMenteriDalamNegeriNomor 54 Tahun 2009 
Tentang Tata NaskahDinas di LingkunganPemerintah 

Daerah; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Nomor 32); 

15. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Republik 

Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang 



RencanaStrategisKementerianDesa Pembangunan Daerah 
tertinggaldanTransmigrasiTahun 2015-2019; 

16. PeraturanDaerahKabupatenTanahBumbuNomor 17 Tahun 
2007 tentangPembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan 

SusunanOrganisasiLembagaTeknisDaerahKabupatenTanah
Bumbu (LembaranDaerahKabupatenTanahBumbuTahun 

2007 Nomor 41), 
sebagaimanatelahdiubahbeberapakaliterakhirdenganPeratur
anDaerahKabupatenTanahBumbuNomor1Tahun 2015 

tentangPerubahanketiga atas PeraturanDaerahNomor 17 
Tahun 2007 tentangPembentukan, Kedudukan, Tugas 

Pokok dan 
SusunanOrganisasiLembagaTeknisDaerahKabupatenTanah

Bumbu(LembaranDaerahKabupatenTanahBumbuTahun 
2015 Nomor1); 

17. PeraturanDaerahKabupatenTanahBumbuNomor 4 Tahun 

2008 tentangUrusanPemerintahan yang 
MenjadiKewenanganPemerintahanDaerahKabupatenTanahB

umbu (LembaranDaerahKabupatenTanahBumbuTahun 
2008 Nomor 61, 

tanbahanLembaranDaerahKabupatenTanahBumbuNomor 
20); 

18. PeraturanDaerahKabupatenTanahBumbuNomor 19Tahun 

2016tentangPembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(LembaranDaerahKabupatenTanahBumbutahun 

2016Nomor 19); 

   

 
MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA DINASTENTANG PENUNJUKANTIM 
PENGENDALI KEGIATAN PEMBANGUNAN EMBUNG DESA 

TAHUN 2019 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI 
MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA PADA DINAS 

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DANDESA KABUPATEN 
TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2019 

 

KESATU  : Menunjuk Tim PengendaliKegiatan Pembangun Embung 
Desa Tahun 2019Program 

PeningkatanPartisipasiMasyarakatDalamMembangunDesa 
pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 dengan daftar nama-
nama sebagaimana tercantum pada Lampiran merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 

 
KEDUA  : Tugas-tugas Tim Pengendalisebagaimana dimaksud dalam 

diktum KESATUsebagai berikut: 

  1. TugasTim Pengendali: 

a. MelaksanakanTugas, 

Menentukandanmenetapkanprioritas program  
kegiatanusulansesuaidenganSuratKeputusanBupati 
Tanah BumbuNomor 12 Tahun 2006, 

DinasPemberdayaanMasyarakatdanPemerintahanDesaK



abupaten Tanah Bumbuuntukmencapai target yang 
telahditentukan; 

b. MembuatLaporanpertanggungjawabanpelaksanankegiata
nmelaluiKepalaDinasPemberdayaanMasyarakatdanDesa; 

dan 

c. Mendokumentasikanhasil – hasilkegiatantim. 

 

KETIGA  : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengendali 
sebagaimana dimaksud diktum KEDUAdiberikan tunjangan 

dan honorarium sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan yang berlaku 

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan 
ini dibebankan kepada AnggaranPendapatandanBelanja 

Negara MelaluiDaerah Kabupaten Tanah BumbuTahun 
Anggaran 2019. 

KELIMA  :     Keputusan ini  mulai berlaku pada bulan Januari 2019 

sampai dengan 31 Desember 2019. 

 

       Ditetapkan di Batulicin 
       pada tanggal 

KEPALA DINAS PMD 
KABUPATEN TANAH BUMBU, 

 
 

 

 

 



LAMPIRAN 

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TANAH BUMBU 

NOMOR: P.412 / 967/I/PE&PD/DPMD/2019 
TENTANG 

 PENUNJUKAN TIM PENGENDALI KEGIATAN 
PEMBANGUNAN EMBUNG DESA TAHUN 2019 

PROGRAM  PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT 
DALAM MEMBANGUN DESAPADA DINAS 
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DANPEMERINTAHAN 

DESA KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 
2019 

 
 

DAFTAR TIM PENGENDALI KEGIATAN PEMBANGUNAN EMBUNG 
DESAPROGRAM  PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT  

DALAM MEMBANGUN DESA PADA  

DINASPEMBERDAYAAN MASYARAKAT DANDESA 
KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2019 

 
 

NO NAMA 
PANGKAT / 

GOLONGAN 

JABATAN 

KEDINASAN 
INSTASI 

A B C D E 

1. 

 
 

 
 

2. 
 
 

 
3. 

 
 

 
4. 
 

 
5. 

Sartika Dewi, S.STP, M.Sos 

 
 

 
 

EdyRusdy, ST, M.Eng 
 
 

 
Lamijan, SP 

 
 

 
Rosita Dewi, SP 
 

 
Noor Farah, ST 

 

Penata TK I 

(III/d) 
 

 
 

Penata TK I 
(III/d) 
 

 
Pembina 

(IV/a) 
 

 
Penata 
(III/c) 

 
- 

 
 

Kepala Bidang 

Pemberdayaan 
Ekonomi & 

Pembangunan 
Desa. 

KepalaBidang 
Tata 
Ruang&JasaK

onstruksi. 
KepalaBidang 

Prasarana & 
Sarana 

Pertanian. 
Kasi 
Pembangunan 

Desa. 
Tenaga Ahli 

Bidang 
Infrastruktur 

Desa. 
 

Dinas PMD 

 
 

 
 

Dinas 
PUPR 
 

 
Dinas 

Pertanian 
 

 
DinasPMD 
 

 
Dinas PMD 

 

          
KEPALA DINAS PMD 

KABUPATEN TANAH BUMBU, 
 

 


